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ABSTRAK 
 
 
Hariyanto. Menjaga Marwah  Hakim Melalui Peran Komisi Yudisial,  Penelitian 
Dosen. Purwokerto: LP2M, Institut Agama Islam Negeri, 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimanakah kedudukan yuridis 
Komisi Yudisial dalam rangka menjaga marwah (harkat dan martabat) Hakim dan  
efektivitasnya dalam menjaga marwah (harkat dan martabat) Hakim. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif analisis. Penelitian ini 
dimaksudkan untuk menganalisa perihal kedudukan yuridis komisi Yudisial dan 
efektifitas Komisi Yudisial dalam menjaga Marwah (harkat dan martabat) hakim. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kedudukan Yuridis Komisi Yudisial 
adalah sebagai lembaga extraordinary yang diatur dalam Undang-Undang Dasar RI 
1945 pasal l24b yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat serta perilaku hakim. Walaupun dilemahkan oleh Putusan MK 
No. 005/PUU-IV/2006 tahun 2006, akan tetapi fungsi KY secara implisit telah 
diperkuat dengan diundangkannya UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 
UU No.  49 Tahun 2009 tentang tetang Peradilam Umum, UU No. 50 Tahun 2009 
tentang Peradilan Agama; UU No. 51 Tahun 2009 tentang  Peradilan TUN. 2) 
Kalau dilihat dari luasnya jangkauan pemantauan peradilan dan banyaknya jumlah 
hakim di seluruh Indonesia serta lemahnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 
Komisi Yudisial, serta kondisi UU No. 22 tahun 2004 yang belum direvisi 
semenjak putusan MK yang memandulkan sebagian kewenangan pengawasan 
Komisi Yudisial, maka lembaga ini masih belum dapat efektif dalam menjaga 
harkat dan martabat hakim. 
 
Kata Kunci: Komisi Yudisial, Marwah, Efektivitas Peran 
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penelitian IAIN Purwokerto tahun 2016. 
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 Pembuat pernyataan, 
 
 
 
 Hariyanto, M.Hum, M.Pd. 
 NIP: 197507072009011012 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan 
Penyayang, yang telah memberikan berbagai rahmat dan hidayah sehingga penulis 
dapat menyelesaikan penelitian ini. Salam kedamaian penulis sampaikan kepada 
Nabi Muhammad SAW, pelindung orang-orang lemah, dan pejuang keadilan. 
Penelitian ini berangkat dari suatu keadaan bahwa kelahiran Komisi 
Yudisial didorong antara lain karena tidak efektifnya pengawasan internal 
(fungsional) yang ada di badan peradilan Mahkamah Agung.  Sementara 
kedudukan Yuridis Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang Dasar RI 
1945 pasa l24b yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat serta perilaku hakim. Salah satu hal yang menjadi pertanyaam 
besar adalah apakah efektif kewenangan Komisis Yudisial itu setelah adanya 
putusan Putusan  MK No. 005/PUU-IV/2006 tahun 2006. Oleh karena itu, 
berpijak dari sini peneliti merasa perlu membuat penelitian yang khususnya 
menyoroti soal efektivitas peran Komisi Yudisial dalam menjaga Marwah hakim. 
Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna dan banyak 
kekurangan, karena itu kami mengharapkan kritik dan saran untuk memperbaiki 
hasil kerja ini. Kami berharap semoga hasil penelitian ini dapat membuka 
wawasan keilmuan dalam khazanah hukum pidana maupun perdata melalu peran 
Komisi Yudisial dalam menjaga marwah (harkat dan martabat) hakim dalam 
dunia peradilan Indonesia. Sekaligus bermanfaat dalam upaya menciptakan 
upaya-upaya pengawasan terhadap putusan-putusan hukum dalam ranah publik. 
  
 Purwokerto, 19 Agustus 2016 
 Peneliti, 
 
 Hariyanto, M.Hum, M.Pd. 
 NIP. 197507072009011012  
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim 
menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. 
Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan 
seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan 
sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan 
memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang.
1
 Oleh sebab itu, semua 
kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka 
menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak 
membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim,
2
 
dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.  
                                                          
1
 Jimly Asshidiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara pemilu, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2013), hlm. 45 
2
 Sebagaimana lafal sumpah untuk Hakim adalah sebagai berikut: “Saya bersumpah 
/ berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, 
langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak 
memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga"."Saya 
bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 
jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun 
juga suatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah /berjanji bahwa saya akan setia kepada 
dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideology 
negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang 
berlaku bagi Negara Republik Indonesia". "Saya bersumpah / berjanji bahwa saya 
senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak 
membeda bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim 
Pengadilan yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". (lihat 
Pasal17 (1) UUNo. 2 Th 1986 tentang Peradilan Umum Disahkan dan diundangkan di 
Jakarta pada tangga l8Maret1986, pada Lembaran Negara RI 1986 No. 20 dan Tambahan 
Lembaran Negara No. 3327. 
2 
 
Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab 
yang tinggi,  sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah 
“Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti 
bahwa kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib 
dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, dan secara 
vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Sejalan dengan hal tersebut, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilakunya dalam rangka 
menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Untuk itulah dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia 
dibentuk sebuah Komisi Yudisial
3
 agar warga masyarakat di luar struktur 
resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, 
penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini 
dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan 
keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. 
Kehadiran Komisi Yudisial dalam sistem kekuasaan kehakiman 
bukanlah sekedar “assesoris” demokrasi atau sekedar “kegenitan” proses 
pembaruan penegakan hukum. Komisi Yudisial lahir sebagai konsekuensi 
                                                          
3
 UUD RI 1945 Pasal 24B (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang 
mengusulkan Pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. (2) 
Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang 
hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. (3) Anggota Komisi 
Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat. (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-
undang. 
3 
 
politik dari adanya amandemen konstitusi yang ditujukan untuk membangun 
checks and balances di dalam sistem dan struktur  kekuasaan kehakiman, 
termasuk di dalamnya sub-sistem kekuasaan kehakiman.
4
 
Kelahiran Komisi Yudisial didorong antara lain karena tidak efektifnya 
pengawasan internal (fungsional) yang ada di badan peradilan. Tidak 
efektifnya pengawasan internal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, 
antara lain:  
1. Kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai. 
2. Proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan. 
3. Belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk 
menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan 
akses). 
4. Semangat membela sesame korps (esprite de corps) yang 
mengakibatkan penjatuhan hukuman yang tidak seimbang dengan 
perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk 
pasti akan mendapatkan reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan 
keuntungan dari kondisi yang buruk itu. 
5. Tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak 
hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.
5
 
Sebelum terbentuknya Komisi Yudisial yang mempunyai kewenangan 
                                                          
4
 Bambang Widjoyanto, Komisi Yudisial: Checks and Balances dan Urgensi 
Kewenangan Pengawasan, artikel dalam bunga rampai Refleksi Satu tahun Komisi 
Yudisial, 2006, hlm. 111 
5
 Mas Achmad Santosa, Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial, artikel dalam 
harian Kompas tanggal 2 Maret 2005, hlm. 5 
4 
 
dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim. Sebenarnya fungsi 
pengawasan ini telah dilakukan oleh Mahkamah Agung. Namun pada 
prakteknya pengawasan internal ini mempunyai beberapa kelemahan, antara 
lain adalah: 
1. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. 
2. Dugaan semangat membela korps. 
3. Kurang lengkapnya metode pengawasan dan tidak dijalankannya 
metode pengawasan secara efektif. 
4. Kelemahan sumber daya manusia. 
5. Pelaksanaan pengawasan yang selama ini kurang melibatkan 
partisipasi masyarakat. 
6. Rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk melaporkan / mengadukan 
perilaku hakim yang menyimpang.
6
   
Dalam menjalankan perannya, menurut pasal 24 B Undang-Undang 
Dasar 1945 bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang 
mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain 
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat 
serta perilaku hakim.  
Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan 
kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (independent and impartial 
judiciary) diharapkan dapat diwujudkan, yang sekaligus diimbangi oleh 
prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun segi 
                                                          
6
 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik dan Raancangan Unadang-Undang 
tentang Komisi Yudisial, 2005, hlm. 52 
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etika. Untuk itu diperlukan suatu institusi pengawasan yang independen 
terhadap para hakim itu sendiri. Oleh karena itu, institusi pengawasan itu 
dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung, melalui institusi tersebut aspirasi 
masyarakat di luar struktur resmi dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan 
para Hakim Agung serta dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan 
kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap etika. 
Pada dasarnya Komisi Yudisial
 
adalah sebuah lembaga yang masih 
tergolong baru di Negara kita yaitu sebuah komisi yang bersifat mandiri yang 
memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan 
kewenangan lain yaitu menjaga (mengawasi) dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat serta perilaku Hakim (UUD 1945 pasal 24B ayat (1)). 
Salah satu wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya 
diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang 
Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim. Untuk melaksanakan kewenangannya itu 
secara efektif dibutuhkan adanya suatu pedoman etika dan perilaku hakim. 
Dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan 
memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim 
dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. 
Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim 
Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan 
sesuai pedoman etika dan perilaku hakim, dan memperoleh pengakuan 
6 
 
masyarakat, serta mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam 
hakekat kemanusiannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, 
dengan tidak melakukan perbuatan tercela. 
Namun dalam perkembangannya terjadi ketegangan antara KY dan 
MA awalnya ketika KY merespon kejanggalan yang terjadi dalam kasus 
sengketa penetapan hasil pemilihan Walikota-Wakil Walikota Depok. 
Sebagaimana diketahui, Pengadilan Tinggi Jawa Barat membatalkan hasil 
pemilihan Walikota-Wakil Walikota Depok
7
. Karena menilai terjadi 
kejanggalan dalam penyelesaian kasus Depok, KY memeriksa hakim yang 
menangani kasus sengketa hasil pemilihan Walikota Depok. Kemudian, KY 
merekomendasikan kepada MA untuk pemberhentian sementara selama 
satutahun Ketua PT Jawa Barat Nana Juwana. Dalam rekomendasi itu, KY 
memberikan tenggat waktu satu bulan supaya MA memberikan tanggapan atas 
rekomendasi KY. Tidak hanya pada kasus Depok, KY menengarai terjadi 
misconduct dalam putusan illegal logging Potianak
8
 dan vonis kasus dugaan 
korupsi dana perumahan DPRD Banten
9
 
Sepak terjang KY dalam melakukan pengawasan mendapat 
perlawanan terbuka dari kalangan hakim, Puncak ketegangan hubungan dua 
                                                          
7
Lebih jelas dalam maslah ini, dapat dibaca dalam Denny Indrayana, Saldi Isra dkk, 
Kepala Daerah Pilihan Hakim: Membongkar Kontroversi Pilkada Depok, Bandung 
Harakatuna Publishing,  2005. 
8
 Dalam kasus ini, salah seorang anggota KY, Irawadi Joenoes menyatakan: ”Kita 
akan segera memanggil hakimnya dan saya sudah meminta berkas perkaranya. Kita sangat 
menyesalkan perkara ini bebas”, lihat di Sinar Harapan, 29/10-2005. 
9
 Dalam kasus ini, Irawadi Joenoes, menyatakan bahwa Hakim telah bertindak tidak 
professional karena memvonis kurang dari ketentuan minimum yang terdapat dalam 
undang-undang, lihat dalam Republika,02/12-2005. 
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lembaga Negara tersebut ketika isu “kocok ulang hakim agung” merebak. 
Dalam kurun waktu 2006. Perlawan itu dimulai dalam bentuk mempersoalkan 
kewenangan KY dalam melakukan pengawasan, pengabaian beberapa 
rekomendasi KY oleh Mahkamah Agung, dan beberapa tindakan lain yang 
menunjukan pembangkangan terhadap KY. Puncak dari itu semua, mayoritas 
Hakim Agung (31orang) mengajukan permohonan hak menguji materiil pasal-
pasal tentang Hakim Agung (dan juga Hakim Konstitusi), serta pasal-pasal 
pelaksanaan pengawasan KY kepada hakim. 
Akhirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Agustus 2006 No. 
005/PUU-IV/2006. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut, kewenangan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran 
martabat serta menjaga perilaku hakim, tidak lagi dimiliki oleh Komisi 
Yudisial sepenuhnya. Dengan kata lain Komisi Yudisial tidak lagi 
mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap perilaku 
hakim; pengajuan usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim; pengusulan 
penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya khususnya terhadap 
Hakim Konstitusi. Sejak keluarnya putusan MK tersebut agenda 
pengawasan hakim semakin melemah. Upaya melahirkan Hakim yang bersih 
dan berwibawa lewat pengawasan yang transparan semakin sulit. 
Meskipun wewenang KY sudah dicabut oleh MK, namun berbagai 
upaya dilakukan oleh KY, DPR dan Pemerintah untuk tetap memaksimalkan 
peran KY lewat kebijakan yang diatur dalam undang-undang yang terkait 
dengan Peradilan. Hal ini terlihat dari materi RUU revisi Tentang Kekuasaan 
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Kehakiman, RUU tentang Peradilan Umum
 
RUU tentang PeradilanAgama 
dan RUU tentang Tata Usaha Negara yang mengatur peran KY yang lebih 
maju dalam hal Pengawasan Hakim. 
Keempat RUU yang pada awal Oktober 2009 telah disahkan menjadi 
Undang-undang itu mencoba menciptakan system pengawasan yang sinergis 
antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Sistem ini 
sebenarnya telah diintrodusir dalam UU MA No.3 tahun 2009 yang mengatur 
adanya ketentuan tentang Majelis Kehormatan Hakim yang komposisinya 
terdiri dari unsur MA dan KY. 
Salah satu wewenang strategis KY dalam keempat UU tersebut adalah 
dalam rangka menjaga keluhuran martabat kehormatan hakim ini, diperjelas 
tentang kewenangan KY yang dapat menganalisis putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan 
mutasi hakim. Mutasi, baik dalam bentuk promosi maupun demosi hakim
10
.  
Dalam bunyi pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman; pasal 13F UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas 
UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; pasal 12F UU No. 50 Tahun 
2009 tentang Perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama dan pasal 13F UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas 
UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai 
                                                          
10
Lihat pasal 42 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; pasal 13F 
UU No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Umum; pasal 12 F UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU 
No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 13F UU No.51 Tahun 2009 tentang 
Perubahan kedua atas UUNo.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
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berikut: 
“Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat 
menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi 
hakim” 
Kewenangan menganalisa putusan sebagaimana diketahui selama ini 
selalu menjadi polemik. Sebagian kalangan, khususnya internal korps 
pengadilan, yang memandang KY tidak berwenang menganalisa putusan 
dalam rangka pengawasan. Mereka khawatir KY dapat mengganggu 
independensi hakim. Sementara, kalangan lain berpendapat KY berwenang 
karena dari putusan bisa tergambar perilaku hakim. Indikasi tindak pidana juga 
bisa terbaca dari suatu putusan hakim. Faktanya, selama ini, KY memang 
menjadikan putusan sebagai „cara‟ mengetahui apakah ada pelanggaran kode 
etik atau tidak. 
 
B.   Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang 
akan diteliti adalah: 
1. Bagaimana kedudukan yuridis Komisi Yudisial dalam rangka menjaga 
marwah (harkat dan martabat) Hakim? 
2. Apakah Komisi Yudisial telah efektivitas dalam menjaga marwah (harkat 
dan martabat) Hakim? 
10 
 
C. Tujuan dan signifikansi 
Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah: 
1. Mengetahui kedudukan yuridis Komisi Yudisial dalam rangka menjaga 
marwah (harkat dan martabat) Hakim. 
2. Menjelaskan efektivitas pelaksanaan pengawasan Komisi Yudisial dalam 
menjaga harkat dan martabat Hakim. 
Sementara signifikansi dari penelitian ini ada dua, antara lain adalah: 
1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai 
bahan masukan bagi masyarakat serta bagi kalangan praktisi maupun teoritis 
dalam penyempurnaan kebijaksanaan dan politik hukum, dan penyempurnaan 
dalam pembangunan dan pembaruan hukum pada umumnya. 
2. Secara akademik, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan 
sebagai bahan masukan bagi mereka yang berkeinginan mendalami dan 
memahami mengenai aspek hukum kehakiman. Di samping itu, hasil penelitian 
ini diharapkan dapat membentuk pemahaman hukum atau ilmu pengetahuan 
hukum sehingga kemungkinan dapat bermanfaat untuk pengembangan teori 
hukum. 
 
D. Telaah Pustaka Penelitian Terkait 
Pembicaran mengenai Komisi Yudisial adalah sesuatu yang menarik 
untuk diperbincangkan. Karena Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara 
yang mempunyai peran dalam pengawasan dalam menjaga martabat hakim. 
Oleh karena itu, berdasarkan penulusuran peniliti ternyata sudah ada beberapa 
penelitian atau pembahasan yang berhubungan dengan Komisi Yudisial ini 
11 
 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
Pertama, Amir Syamsudin yang berjudul: Integritas Penegak Hukum  
(Hakim, Jaksa, dan Pengacara) tentang MA versus KY oleh Kompas tahun 
2008. Hasil penelitian ini yang telah dibukukan ini membahas MA versus KY 
dalam hal kewenangan menjalankan fungsi pengawasan yang masih dianggap 
saling berbenturan secara yuridis dan akses public atas informasi.  
Kedua, Iman Khilman, yang berjudul Analisis UU No 24 Tentang 
Komisi Yudisial ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi No: 005/PUU-
IV/2006 tentang pencabutan kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan 
terhadap Hakim. Penelitian ini mengungkapkan bahwa setelah adanya putusan 
Mahkamah Konstitusi No: 005/PUU-IV/2006 dan Undang-Undang No. 22 
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dinyatakan bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar dan tidak berkekuatan hukum mengikat yang terutama dengan 
fungsi pengawasan hakim. 
Berdasarkan dari dua telaah pustaka tersebut di atas maka peneliti 
berkesimpulan bahwa penelitiaan yang diangkat oleh penulis berbeda dengan 
penelitian tersebut di atas.  
 
E. Kerangka Teori 
Komisi Yudisia merupakan sebuah lembaga Negara yang bersifat 
mandiri yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan untuk mengusulkan 
pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan lainya itu menjaga (mengawasi) 
12 
 
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim.
11
 
Sedangkan menjaga dapat berarti menunggui, mengawal, menjaga, mengasuh, 
mengawasi, memelihara, merawat.
12
 Yang dimaksud menjaga dalam penelitian 
ini dapat dielaborasi menjadi (i) menjaga kehormatan hakim; (ii) menjaga 
keluhuran martabat hakim; (iii) menjaga perilaku hakim, dalam hal ini termasuk 
pengawasan preventif. Hakim, dalam berbagai bahasa dikenal pula dengan 
berbagai sebutan semisal judge, rechter atau qadi. Menurut kamus Bahasa 
Indonesia hakim dimaknai sebagai orang yang bijak, orang yang pandai-pandai, 
orang yang budiman dan ahli, disamping itu hakim juga diartikan sebagai orang 
yang mengadili perkara.
13
 
Secara filosifis sendiri hakim dapat dipahami sebagai “a public official 
with authority to hear cases and pass sentences in a court of law”atau “a 
person whose opinion on particular subject is usually reliable”.14 Artinya 
hakim adalah seorang pejabat public yang berwenang untuk memeriksa perkara 
dan menjatuhkan hukuman pengadilan, atau dapat juga diartikan sebagai 
seseorang yang memiliki pendapat yang dapat diandalkan dalam suatu topik 
atau suatu permasalahan. 
Istilah Hakim dalam penelitian ini dibatasi sesuai dengan batasan hakim 
yang teradapat di UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 
                                                          
11
 Lihat pasal 24B ayat (1) UUD 1945, lihat pula Arbab Paproeka, Perubahan 
Bidang Politik dan Pengaruhnya Terhadap Reformasi Peradilan, Dalam Bunga Rampai 
KY dan Refrmasi Peradilan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007,hlm.36 
12
 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Departemen 
Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 555 
13
 http://kamusbahasaindonesia.org/hakim, di akses tgl 11 Februari  2016. 
14
 Amzulian Rifai, etal., Wajah Hakim Dalam Putusan, Atas Putusan Hakim 
Berdimensi Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta:PUSHAMUII, 2010), hlm.29. 
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namun karenaa danya Putusan MK No. No. 005/PUU-IV/2006 tahun 2006, 
maka hakim yang akan kita bahas adalah Hakim Agung dan Hakim yang 
berada di bawah Mahkamah Agung, termasuk hakim adhoc. 
Kata Marwah menurut kamus besar bahasa Indonesia mempunya 
padanan kata denga Muruah. Sehingga kata muruah yang merupakan kata 
benda diartikan kehormatan diri; harga diri; nama baik.
15
 
Sementara yang dimaksud harkat dan martabat adalah harkat dan 
martabat hakim sebagai intelektual dalam bidangnya dan hakim adalah salah 
satu panutan hukum dalam ranah pengadilan dan orang yang dihormati dan 
salah satu pengambil keputusan dalam menentukan salah tidaknya suatu 
perkara, jadi wajar kalau seorang hakim harus bisa menjaga harkat dan martabat 
agar bisa dijadikan contoh.
16 
Adapun parameter yang digunakan dalam 
pengukuran harkat dan martabat adalah dari Kod eEtik dan Pedoman Perilaku 
Hakim, sebagaimana yang telah diputuskan bersama Ketua Mahkamah Agung 
Sementara itu, Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan 
sebagai tingkat perwuju dan sasaran yang menunjukkan sejauhmana sasaran 
telah dicapai. Sumaryadi berpendapat bahwa: Organisasi dapat dikatakan efektif 
bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah 
ditetapkan
17
. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan 
                                                          
15
 Lihat http://www.kamusbesar.com/66987/marwah di ambil pada tanggal 11 
Februari 2015 
16
 Kata Ketua Mahkamah Agung (MA) , DR H. Harifin A. Tumpa di Banjarmasin, 
Kamis 28 April 2011 pada pembukaan serta meresmikan pengadilan tindak pidana korupsi 
untuk wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) yang bertempat di pengadilan negeri 
Banjarmasin. 
17
 Sumaryadi, Efektivitas Implementasi  Kebijakan Otonomi Daerah, (Jakarta; 
2005), hlm. 105 
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operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah 
tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. 
Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana 
seseorang menghasilkan keluaran  sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat 
diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan 
yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga 
dan yang lain. 
Menurut Gibson dalam Tangki lisan
18
 mengatakan bahwa efektivitas 
organisasi dapat pula diukur melalui: 
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 
3. Proses  analisis dan perumusan kebijaksanaan  yang mantap 
4. Perencanaan yang  matang 
5. Penyusunan program yang tepat 
6. Tersedianya sarana dan prasarana 
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis dan pendekatan penelitian 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
pendekatan yuridis Normatif, karena ruang lingkup penelitian adalah 
melakukan studi hukum dalam praktek yang selalu dibingkai dengan 
                                                          
18
 Lihat http://al-bantany-112.blogspot.com/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html 
diambil pada tanggal 7 Februari 2016 
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doktrin-doktrin hukum.
19
 Pendekatan yuridis dilakukan dengan 
menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik 
bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan juga 
menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum, terutama yang 
berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini juga didukung dengan 
pendekatan normatif dengan cara meneliti bahan pustaka dengan 
mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang 
berkaitan dengan permasalahan.
20
  
2. Sifat penelitian 
Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif-
Analistis. Bersifat deskriftif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk 
memberikan gambaran secara rinci, sistematis, faktual dan menyeluruh 
mengenai segala sesuatu yang diteliti. Sedangkan analistis, berarti 
mengelompokan, menghubungkan dan member makna,
21
 dan dalam 
penelitian ini analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan 
memberi makna terhadap data yang berkaitan dengan fungsi dan peranan 
Komisi Yudisial.  
3. Bahan penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua bahan penelitian 
antara lain yaitu: pertama, bahan hukum primer terdiri bahan hukum 
                                                          
19
 Johny  Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: 
Bayumedia Pubblishing, 2008), hlm. 294. 
20
 Joenarto, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, cet. 4, (Jakarta: 
BinaAksara, 2005), hlm.22-24. 
21
 Johny  Ibrahim, Teori dan Metodologi…..hlm. 300 
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yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan 
berdasarkan Hierarki peraturan perundang-undangan. Bahan hukum 
primer dalam penelitian ini antara lain yaitu UU No. 22 tahun 2004 
tentang Komisi Yudisial, UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 
kehakiman. Kedua, bahan skunder, adalah bahan-bahan yang 
diperoleh dari kepustakaan. Bahan ini bisa berupa buku dan artikel 
yang menunjang penelitian ini. 
4. Teknik Pengumpulan data 
Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian 
kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-
pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dan pihak-pihak (instansi) 
pemerintah yang berwenang, juga untuk memperoleh informasi baik dalam 
bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.
22
  
5. Teknik Analisis Data 
Sementara itu, dari data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, 
diklasifikasi dan dikritisi dengan sesama sesuai dengan referensi yang ada, 
kemudian dianalisis. Prosedur analisis yang dipergunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis kualitatif normatif. Penelitian ini menjadikan bahan 
kepustakaan sebagai tumpuan utamanya. Tinjauan pustaka ini dilakukan 
untuk melihat sampai sejauh mana masalah ini pernah ditulis atau diteliti 
oleh orang lain, kemudian akan ditinjau, apa yang ditulis, bagaimana 
pendekatan dan metodeloginya, apakah ada persamaan atau perbedaan. 
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  Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Cet. III 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 107 
17 
 
Metode analisis kualitatif normatif ini digunakan dalam rangka 
mengetahui tentang detil-detil pemahaman yang ada.
23
 
 
G.  Sistematika laporan 
Sistematika laporan dalam penelitian yangakan menjadi acuan langkah 
dalam penelitian ini adalah: 
Bab I dimuat tentang latar belakang maslah, rumausan masalah, tujuan 
dan signifikansi penelitian, telah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan. Kemudian bab II membahas tentang Sejarah dan 
Kedudukan Yuridis Komisi Yudisial, dalam bab ini dijelaskan tentang sejarah 
dan pentingnya lembaga Komisi Yudisial, Kedudukan yuridis Komisi Yudisial 
dalam UUD 1945, dan Kewenangan Komisi Yudisial dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Bab III tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung Komisi 
Yudisial. Dalam bab ini dimuat tentang hasil temuan di lapangan tentang 
kedudukan yuridis Komisi Yudisial, mekanisme pengawasan KY terhadap 
hakim, partisipasi masyarakat melalui lembaga jejaring Komisi Yudisial dan 
Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan.  
Bab IV Analisis Hasil penemuan. Dalam bab ini peneliti menganalisis 
permasalah-permasalah yang dimunculkan dalam penelitian ini. Tentunya 
didasarkan dari data yang telah diperoleh, kemudian dianalis dengan teori-teori 
baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. 
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 Anton Bakker dan Achmad Charris, Metode Penelitian Filsafat cet.5 
(Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 97 
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Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan, sementara bab V berisi 
tentang penutup. 
 
19 
BAB II 
 
SEJARAH DAN KEDUDUKAN YURIDIS KOMISI YUDISIAL 
 
 
A. Sejarah dan Pentingnya Lembaga Komisi Yudisial 
Komisi Yudisial ini lahir dari sebuah konsekwensi politik dari adanya 
amandemen konstitusi yang ditujukan untuk membangun sistem check and 
balances di dalam sistem dan struktur kekuasaan, termasuk di dalamnya pada 
subsistem kekuasaan kehakiman. Keberadaan KomisiYudisial memperoleh 
justifikasi hokum yang sangat kuat setelah keberadaan lembaga dimaksud 
secara tegas dimuat di dalam UUD 1945. Berdasarkan fakta keberadaan 
lembaga Komisi Yudisial ada diberbagai Negara dan dapat menjadi indikasi 
penting bahwa memang ada kebutuhan di berbagai Negara
1
 untuk memberikan 
perhatian pada lembaga kekuasaan kehakiman. Ada beberapa alas an yang 
menjadi dasar pembentukan Komisi Yudisial, yaitu antara lain
2
: 
1. Memberikan jaminan agar proses recruiting hakim dilakukan secara 
professional dan tidak bias dari kepentingan politik. 
2. Meningkatkan kualitas kinerja lembaga kekuasaan kehakiman sehingga 
kian efektif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya 
3.  Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap lembaga kekuasaan 
kehakiman dengan melibatkan partisipasi publik. 
                                                          
1
 Setidaknya ada sekitar 43 lembaga semacam KY di dunia ini, seperti antara lain terdapat 
di Negara Perancis, Spanyol, Argentina, Filipina hingga Malawi dan Zimbabwe. Nama 
komisinyapun cukup beragam mulai dari Judicial Commission, The council on the Judiciary, 
Judicial Commission of the court of Justice dan High Council of the Magistrat (lihat A. Ahsin 
Tohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Elsam, 2004, hlm.124-134 
2
 Lihat Bambang Widjajanto, Komisi Yudisial: Check and Balances dan Urgensi 
Kewenangan Pengawasan, Bunga Rampai Refleksi 1 tahun KYRI, 2010, hlm. 112. 
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Di dalam konteks Indonesia, ada beberapa alas an lain yang menjadi dasar 
faktual dibentuknya Komisi Yudisial, antara lain
3
 
1. Indonesia adalah Negara hokum yang demokratis4,untuk itu Negara 
harus menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 
menjalankan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan; 
2. Untuk memastikan kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan 
suatu lembaga pengawas baik dari Mahkamah Agung sendiri maupun 
dari lembaga tertentu lainnya yang berfungsi untuk menegakkan 
kehormatan keluhuran martabat dan menjaga perilaku hakim;  
3. Lembaga kekuasaan kehakiman sendiri, khususnya Mahkamah Agung, 
mempunyai keterbatasan dan masih menjadi bagian dari masalah yang 
secara potensial dan factual mendistorsi kehormatan, keluhuran 
martabat serta perilaku dari hakim sendiri. 
Berpijak dari hal tersebut di atas, keberadaan dari Komisi Yudisial di 
dalam lingkup kekuasaan kehakiman adalah suatu keniscayaan. Kendati 
bukan sebagai pelaku dari kekuasaan kehakiman tetapi keseluruhan 
fungsinya dapat menjadi sangat strategis bila kewenangan yang melekat 
padanya dilakukan secara optimal dan amanah. 
Gagasan tentang perlunya lembaga khusus yang mempunyai fungsi-
fungsi tertentu dalam ranah kekuasaaan kehakiman sebenarnya bukanlah 
gagasan yang sama sekali baru, dalam pembahasan RUU Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada tahun 1968 muncul ide 
                                                          
3
 Ibid hlm. 112-113 
4
 Pasal 1ayat(3) juncto pasal 28I ayat (5) UUD 1945. 
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pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH)
5 
yang 
berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan 
akhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan 
pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan dan 
hukuman jabatan para hakim. Namun ide tersebut tidak berhasil dimasukkan 
dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Baru kemudian 
tahun1998-an muncul kembali dan  menjadi wacana yang semakin kuat dan 
solid sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim, yang tentunya 
memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri agar cita-cita 
untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan professional 
dapat tercapai. 
Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan 
MPR tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disepakati beberapa perubahan dan 
penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk 
di dalamnya Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan 
hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 
Berdasarkan pada amandemen ketiga itulah dibentuk Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta 
pada tanggal 13 Agustus 2004. 
Setelah melalui seleksi yang ketat, terpilih 7 (tujuh) orang yang 
                                                          
5
 Komisi Yudisial, 5 tahun Mengawal Reformasi Peradilan 2005-2010, hlm.14 
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ditetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 melalui 
Keputusan Presiden tanggal 2 Juli 2005. Dan selanjutnya pada tanggal 2 
Agustus 2005, ketujuh anggota Komisi Yudisial mengucapkan sumpah di 
hadapan Presiden, sebagai awal memulai masa tugasnya. 
 
B. Kedudukan Yuridis Komisi Yudisial Dalam UUD RI 1945. 
 
Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku 
sekarang ini, Kekuasaan Kehakiman (The judicial Power) diatur dalam 
BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24B ayat (1): 
“KomisiYudisial  bersifat mandiri yang berwenang 
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. 
Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Dasar 1945 telah 
membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam 
pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut 
ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 
Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan 
Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi.
6
 
Mahkamah Konstitusi terbentuk untuk menangani perkara tertentu di 
bidang ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 24C 
Ayat (1) UUD 1945 yang dirinci dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-
                                                          
6
 A. Thohari, Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan, hlm.XIII– XIV.Hlm.15 
23 
 
 
undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mempunyai 
wewenang menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan keberadaan Mahkamah Agung 
bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan sehingga dapat tercipta 
penegakkan hokum dan peradilan. Oleh karena hal tersebut dapat dikatakan 
bahwa MA-lah yang berperan sangat banyak dalam proses penegakkan 
hokum dan keadilan di Negara ini. 
Selain perubahan yang menyangkut kelembagaan penyeleng-garaan 
kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan diatas, UUD 1945 telah 
mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan erat dengan 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (judicative power) yaitu Komisi 
Yudisial, yang diamanatkan dalam pas al 24 B ayat (1) UUD RI 1945: 
“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusul 
kan pengang katan hakim agung dan mempunyai wewenang lain 
dalamr angka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim”. 
Lahirnya Komisi Yudisial dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa 
peng-awasan terhadap Mahkamah Agung, hakim-hakim agung, dan semua 
hakim secara internal lemah, serta tidak adalagi lembaga pengawasan 
internal yang bias dipercaya. Argumen utama bagi terwujudnya 
(raisond'atre) Komisi Yudisial didalam suatu Negara hukum, adalah: 
7
 
Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif 
terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat 
                                                          
7
 Menurut A. Ahsin Tohari dalam Rozikin Daman, Hukum Tata Negara; Suatu Pengantar 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993),hlm..187. 
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dalam spectrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara 
internal; Dengan demikian Komisi Yudisial diharapkan berfungsi sebagai 
berikut: 
1. komisiYudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung 
antara kekuasaan pemerintah (executive power) dan kekuasaan 
kehakiman (judicial power) yang tujuan utamanya adalah untuk 
menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh 
kekuasaan apa pun juga khususnya kekuasaan pemerintah ; 
2. dengan adanya Komisi Yuidisial, tingkat efisiensi dan efektivitas 
kekuasaan kehakiman (judicial power) akan semakin tinggi dalam 
banyak hal, baik yang menyangkut rekruitmen dan monitoring 
hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan 
kehakiman; 
3. terjaganya konsistensi putusan lembaga per adilan, karena setiap 
putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari 
sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial); dan 
4. dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan 
kehakiman (Judicial power) dapat terus terjaga, karena politisasi 
terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan 
adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, 
sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik. 
Kebutuhan akan pengawasan eksternal yang terkandung dalam Pasal 
24B Ayat (1) UUD 1945 (Hasil Perubahan Ketiga), menurut sejarah 
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perumusannya (Rapat PAH III dan PA HI Badan Pekerja MPRRI sejak 
Sidang Umum I tahun 1999 hingga Sidang Tahunan 2002), dipicu oleh 
kondisi Hakim Agung dan Hakim pada umumnya yang pada masa itu 
dipandang tidak tersentuh oleh pengawasan. Hal tersebut telah mengemuka 
selama proses amandemen UUD 1945 berlangsung, yang disertai tuntutan 
dari berbagaila pisan masyarakat dikarenakan tidak efektifnya pengawasan 
internal oleh MA. 
Ketentuan Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 (Hasil Perubahan Ketiga), 
yang menegaskan bahwa: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang 
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain 
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim. 
 
C. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Peraturan Perundang-
Undangan.  
Komisi Yudisial lahir dalam situasi dimana kepercayaan 
publikterhadap pemangku kekuasaan kehakiman jatuh di titik terendan
 Lembaga Negara yang termaktub dalam konstitusi yang termaktub dalam 
konstitusi ini diharapkan mengembalikan harapan masyarakat luas agar 
independensi kekuasaan kehakiman yang dibalut dengan bertanggung jawab 
dan transparan dapat berjalan sebagaimana mestinya. 
Pada masa lalu, kekuasaan kehakiman menjadi legitimasi untuk 
melanggengkan kekuasaan. Prinsip tata Negara modern yang mengedepankan 
pemisahan kekuasaan atau separation of power, maupun distribution of power 
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tidak terwujud. Dalam konsep di atas, eksekutif, yudikatif dan legislative 
sebagai pemegang inti kekuasaan Negara memiliki kekuatan yang seimbang 
dalam menjalankan fungsi check and balances. Namun, fakta berbicara lain. 
Kekuasaan Negara justru terpusat satu kekuasaan yaitu eksekutif. Hal itu 
berdampak dengan mudah melakukan intervensi kepada pemegang kekuasaan 
yang lain. Yudikatif tak lebih sebagai institusi berfungsi untuk melegitimasi 
kekuasaan eksekutif, begitu juga dengan legislatif. 
Atas pengaruh gelombang gerakan reformasi tahun 1998 yang berhasil 
meruntuhkan kekuasaan Orde Baru menjadi titik tolak perubahan kultur dan 
kelembagaan negara. Pada masa Orde Baru kekuasaan yudikatif mendua, 
disatu sisi, secara teknis yudisial berada di bawah kontrol Mahkamah Agung, 
dan pada satu sisi yang berbeda, administrasi dan keuangan berada di masing-
masing lembaga induknya. Kekuasaan begitu menggoda, dan kekuasaan 
mampu menutup mata dari obyektifitas dan rasa bertanggung jawab, sehingga 
para pemangku kekuasaan dengan mudah untuk menyalahgunakan dan 
berjuang melanggengkan kekuasaan. Tidak berlebihan apabila Lord Acton 
menyimpulkan“power tend to corrupt”. Salah satu hasil reformasi di bidang 
kekuasaan kehakiman adalah mewujudkan kekuasaan kehakiman dalam satu 
atap yaitu di bawah Mahkamah Agung. 
Kelahiran Komisi Yudisial sebagai lembaga hasil reformasi yang 
merupakan produk hasil pertarungan kepentingan antara kelompok 
konservatif dan progresif. Masuknya Komisi Yudisial dalam konstitusi 
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sebagai kemenangan kelompok progresif
8
, hal ini bias terjadi Karena pada 
masa lampau kekuasaan kehakiman menjadi alat kepentingan politik. Ini 
fakta. Dalam perkara yang bermuatan ekonomi dan politik, sulit menemukan 
putusan hakim yang benar-benar independen dan jauh intervensi kekuasaan 
eksekutif. Lalu apabila Mahkamah Agung diberikan kekuasaan yang 
powerfull tanpa ada satu insitusi yang mengawasinya, Mahkamah Agung 
dengan mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan 
tertentu apabila tidak ada lembaga penyeimbang, yaitu Komisi Yudisial. 
Komisi Yudisial baru bisa menjalankan tugasnya dimulai tahun 2005, 
tepatnya tanggal 02 Agustus. Saat itu tujuh orang Anggota Komisi Yudisial 
diambil sumpahnya di hadapan Presiden RI selaku Kepala Negara. Jauh hari 
sebelumnya, pada Amandemen Ketiga UUD 1945 yang diselenggarakan 
tahun 2001 sudah melegalkan keberadaan KomisiYudisial. 
Sebagai lembaga Negara baru, perjuangan Komisi Yudisial tidaklah mudah 
agar mendapatkan tempat yang layak sebagaimana diatur dalam konstitusi. 
Merujuk pada konstitusi, keberadaan Komisi Yudisial setara dengan 
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Lembaga 
Kepresidenan. 
                                                          
8
 “Saya berharap Komisi Yudisial dapat mengembang amanat konstitusi untuk membangun 
kekuasaan kehakiman yang otonom dan kuat. Hal ini karena pada zaman lalu kekuasaan 
kehakiman menjadi alat kepentingan politik. Selain itu, Komisi Yudisial diharapkan mampu 
membersihkan mafia peradilan. Jangan sampai kekuasaan yang luar biasa yang dimiliki kehakiman 
dikuasai oleh mafia peradilan. Tugas dari Komisi Yudisial adalah menjaga agar kekuasaan 
kehakiman tidak disalahgunakan oleh pelakunya,”kata Benny. (lihat Buletin KY, Edisi Feb-Mart 
2011 Vol. V. No.4 ,hlm.13, lihat juga Benny K. Harman, Komisi Yudisial adalah Amanat 
Reformasi, Buletin KY, Edisi Feb-Mart 2011 Vol.V.No.4,hlm. 18-19.) 
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Pada fase awal keberadaannya, Komisi Yudisial menjalani fase yang 
berat terutama setelah menempatkan diri berhadapan dengan Mahkamah 
Agung. Puncak ketegangan hubungan dua lembaga Negara tersebut ketika 
isu “kocok ulang hakim agung” merebak dan menjadi headline dimedia 
massa dalam kurun waktu 2006. Tidak itu saja. Hakim Agung berjumlah 31 
orang mengajukan Judicial review ke Mahkamah Konstitusi ditahun 2006. 
Permohonan dengan menghapuskan beberapa pasal dalamUndang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial akhirnya dikabulkan 
sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Dan, itu sudah cukup mengamputasi 
kewenangan dan telah meruntuhkan wibawa Komisi Yudisial. Semenjak 
itulah, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan yang signifikan dalam 
menjalankan pengawasan hakim. Semenjak putusan Mahkamah Konstitusi 
hingga akhir tahun 2008, praktis Komisi Yudisial hanyalah melakukan satu 
wewenang saja, menyelenggarakan seleksi haki magung. Sementara 
pengawasan hakim belum dapat berjalan dengan optimal. 
Jadi UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagian 
kewenangannya telah dikurangi akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, 
namun dalam perkembangnnya para pemangku kekuasaan terutama legislatif  
tak membiarkan pertikaian antara dua lembaga Negara terus bergulir. Titik 
awal eksistensi Komisi Yu disialjustru mulai terlihat dalam undang-undang 
tentang Mahkamah Agung. Awal tahun 2009, tepatnya tanggal 12 Januari 
2009, telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
29 
 
 
Mahkamah Agung. Penguatan peran Komisi Yudisial telah disisipkan dalam 
salah satu pasalnya tentang pembentukan Majelis Kehormatan Hakim 
(MKH). 
Majelis Kehormatan Hakim dibentuk untuk melakukan pemeriksaan 
apabila ada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku oleh hakim. 
Komposisi MKH terdiri dari empat orang Anggota Komisi Yudisial dan tiga 
orang dari Hakim Agung. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 11A point 
delapan. Komposisi 4:3 sungguh diluar dugaan. Ketika itu, Komisi Yudisi 
almengusulkan tiga orang dari Anggota Komisi Yudisial, tiga orang dari 
Mahkamah Agung, dan satu orang dari unsure professional atau masyarakat. 
Keberadaan pasal di atas menjadi “berkah” lantaran secara bertahap Komisi 
Yudisial sudah “kembali” dalam mengawasihakim. Sebagai konsekuensi 
MKH, kedua lembaga juga membentuk Pedoman Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim. Pedoman tersebut harus diselesaikan dalam kurun waktu 
tiga bulan semenjak disahkan undang-undang tersebut. 
Tepat tangga l8 April 2009, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung 
bertemu untuk mengesahkan Pedoman Kode Etik dan Pedoman Perilaku 
Hakim yang tertuang dalam Keputusan Bersama nomor 
047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009. Pedoman tersebut 
Mengatur 10 butir aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) 
Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, 
(5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi 
Harga Diri, (8) BerdisplinTinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) 
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Bersikap Profesional. 
Ketua Mahkamah Agung Dr. Harifin A. Tumpa,S.H.,M.H., 
mengatakan visi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memiliki 
kesamaan. Visi Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam blue 
printer baru disebutkan “Menciptakan Lembaga Peradilan Indonesia yang 
Agung”. Sedangkan visi Komisi Yudisial, yaitu “Terwujudnya Peradilan 
yang Bersih, Transparan dan Profesional”. Keduanya merupakan bagian 
yang takterpisahkan dari proses menciptakan peradilan yang agung. 
Dalam kurun waktu tahun 2009 hingga 2010, MKH telah bersidang 
sebanyak tujuh kali. Beberapa hakim diantaranya dihukum dengan 
pemberhentian tidak hormat. Misalnya saja siding MKH yang digelar 
diakhir masa jabatan Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 terhadap 
Hakim Terlapor, Roy M. Maruli Napitupulu, Hakim Pengadilan Negeri 
Balige Sumatera Utara. Dia di duga menerima suap sebesar Rp.50.000.000,-
terkait perkara pembunuhan dengan terdakwa Sontiar Panjaitan dan David 
Marpaung. Roy diduga telah menerima uang untuk bersepakat meringankan 
hukuman, namun, majelis PN Balige dalam putusannya tetap menghukum 
enam tahun untuk Sontiar dan satu tahun untuk David. Pasalnya, Sontiar 
dianggap terbukti melakukan pembunuhan yang disaksikan oleh suaminya, 
David Marpaung. 
Kembali pada penuntasan revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 
2004, iktikad baik para pengambil kebijakan berlanjut ditahun 2011. Dewan 
Perwakilan Rakyat menjanjikan bahwa revisi bakal tuntas pada medio 
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Meilalu.
9
 Penuntasan revisi UU tersebut menjadi sebuah keharusan bagi 
anggota dewan. Sebagaimana diketahui bahwa, perjalanan Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak semulus yang 
diharapkan karena adanya permohonan judicial review oleh 31 hakim. Hal 
inilah menjadi alas an revisi menjadi prioritas yang harus diselesaikan oleh 
dewan. Agenda revisi sebenarnya sudah mulai digagas sejak tahun 2007 
silam. Berbagai kajian akademik juga sudah disiapkan oleh berbagai 
kalangan, termasuk internal Komisi Yudisial. Sayang, agenda pembahasan 
berjalan tersendat-sendat.Berbagai rencana rapat bersama pihak-pihak yang 
berkepentingan sulit terwujud. 
Kalau pun ada, pertemuan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal 
lantaran tidak mencapai quorum. Quorum adalah jumlah minimal yang 
disyaratkan dalam ketentuan sebagaisyarat sah sebuah pertemuan. Rencana 
yang disampaikan Tjatur Sapto Edy Pimpinan Komisi III mudah-mudahan 
dapat terwujud
10
 Dengan demikian, setidaknya ada tiga pihak yang 
mendapat keuntungan dari upaya merevisi Undang-Undang tentang KY: 
Pertama, bagi pencari keadilan karena mereka memiliki tempat 
mengadu penyimpangan perilaku hakim dari norma-norma dan hokum acara 
yang berlaku. Hakim merupakan pejabat Negara yang sudah seharusnya 
memiliki integritas, profesionalitas dan mendorong terwujudnya keadilan. 
                                                          
9
 Ditargetkan bakal selesai dan disahkan pada tanggal 18Mei 2011, mendatang,”kata 
pimpinan Komisi III DPR RI asal Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, yang juga Ketua Panja Revisi UU 
Komisi Yudisial disampaikan dalam acara seminar Komisi Yudisial, bertajuk Reformulasi Metode 
Seleksi Calon Hakim Agung, di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis (10/3/2011). Pernyataan tersebut 
tentu saja memberikan angin segar bagi para pencari keadilan. Pasalnya, mereka memiliki opsi 
untuk membangun check and balan ces terhadap terhadap kekuasaan kehakiman. 
10
 Lihat Buletin KY, Edisi Februari-Maret 2011,Vol.  V- No. 4, hlm.17 
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Namun, hakim juga manusia yang juga memiliki kecenderungan untuk 
melakukan kesalahan dan noda. Dalam rangka menjaga perilaku hakim 
itulah keberadaan Komisi Yudisial dibutuhkan. Komisi Yudisial diposisikan 
sebagai pengawas eksternal hakim sehingga memiliki posisi yang 
independen dan transparan. Hal itu menjadi jawaban dari pertanyaan 
mengapa pengawasan hakim tidak cukup dilakukan Mahkamah Agung 
sebagai induk kekuasaan kehakiman. 
Kedua, bagi civil society. Komisi Yudisial memiliki peran yang unik 
dalam system kenegaraan dengan memiliki civil society sebagai mitra utama 
dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bisa jadi, posisi ini mungkin 
saja menjadi satu-satunya yang berlaku bagi lembaga tinggi Negara. 
Kekuatan civil society menjadi pilihan Komisi Yudisial era kepemimpinan 
Dr.Busyro Muqoddas. Dia meletakkan dasar bangunan lembaga Negara yang 
berpijak pada civil society yang terdiri dari non government organization, 
perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan, yang kini diteruskan di era 
kepemimpinan Ketua Komisi Yudisial periode 2010-2015 Prof.Dr. Eman 
Suparman
11
.  
Dalam hal ini Benny K Harman Ketua Komisi III DPR RI 
mendukung apa yang dilakukan Komisi Yudisial. Dia berharap Komisi 
Yudisial untuk membangun kekuatan di luar institusi peradilan untuk 
melakukan pengawasan terhadap para hakim. Komisi Yudisial memfasilitasi 
tumbuhnya kelompok civil society yang memandang pentingnya tercipta 
                                                          
11
 Ibid. 
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institusi peradilan yang kuat dan berwibawa untuk meningkatkan kapasitas 
bangsa. 
Ketiga, bagi internal Komisi Yudisial. Penuntasan revisi UU No. 22 
Tahun 2004 menjadi landasan operasional kelembagaan dalam menjamin 
wewenang dan tugas yang diamanatkan konstitusi dapat berjalan dengan 
baik. Kendati kelembagaan Komisi Yudisial sudah berjalan melalui beragam 
progam kerja yang dilaksanakan oleh kesekretariatan Jenderal namun tetap 
saja membutuhkan penyempurnaan undang-undang. Misalnya saja dalam 
bidang seleksi dan pengawasan hakim yang merupakan dua tugas pokok 
Komisi Yudisial dibutuh kanaturan  teknis operasional yang terperinci. 
Selain itu, adanya beberapa tambahan tugas baru yang diatur dalam 
Undang-undang Nomor 48 tahun 2010 tentang kekuasaan kehakiman. 
Dalam pasal Pasal 13F disebutkan bahwa dalam rangka menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi 
Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hokum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan 
mutasihakim. 
Dalam pasal di atas secara tersurat bahwa Komisi Yudisal memiliki 
peran dalam melakukan mutasi hakim. Kewenangan mutasi sebelum 
ketentuan di atas menjadi wewenang MA. Selain tugas di atas, Komisi 
Yudisial bersama Mahkamah Agung juga mendapatkan tugas untuk 
melakukan seleksi calon hakim.Peluang itu terlihat dalam Undang-Undang 
Nomor 49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 
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Tahun 2010 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 
Tahun 2010 tentang Peradilan TataUsaha Negara. Tambahan tugas di atas 
membuat Komisi Yudisial tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan 
pembenahan internal. Hal ini dapat dilaksanakan dengan sempurna apabila 
revisi sudah dituntaskan. 
Menurut Tjatur Sapto Edy salah seorang pimpinan Komisi III DPR 
RI, salah satu point dalam revisi UU Nomor 22 Tahun 2004 adalah 
pengawasan hakim konstitusi. Hakim konstitusi adalah hakim yang bertugas 
di Mahkamah Konstitusi
12
. Perlu diketahui bahwa, sebelum judicial review 
tahun 2006, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim 
konstitusi. Namun, kewenangan itu pupus setelah Mahkamah Konstitusi 
menghapusnya sehingga Komisi Yudisial tidak memiliki hak untuk 
mengawasi hakim konstitusi.  
Putusan di atas menja diperdebatan panjang lantaran pemangkasan 
wewenang hakim konstitusi dihapuskan, padahal pihak pemohon judicial 
review tidak mengajukan hal tersebut. Demikian juga, dalam prinsip hokum 
acara, hakim yang memutus perkara tidak dapat menghakimi/memutuskan 
perkara yang melibatkan dirinya sendiri. Guna menghindari kejadian di atas 
terulang kembali, sebaiknya dalam revisi Undang-undang Mahkamah 
Konstitusi perlu dimasukan salah satu poin tagar Mahkamah Konstitusi tidak 
bias menghakimi dirinya sendiri. 
Rencana pengawasan Hakim Konstitusi juga mendapatkan lampu 
                                                          
12
 “Kita singkronkan dengan Undang-undang Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan 
Hakim Mahkamah Konstitusi nanti ada yang dari Komisi Yudisial. Dan, direvisi UUMK, sudah 
kita masukan (pengawasan hakim konstitusi),”ibid,hlm.14-15. 
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hijau Ketua Mahkamah Konstitusi Prof.Dr.MahfudMD. Dalam berbagai 
kesempatan, dia menyampaikan bahwa hakim konstitusi juga harus diawasi 
oleh Komisi Yudisial. Mengapa hakim konstitusi harus diawasi? Mahfud 
mengatakan bahwa hakim konstitusi bukanlah malaikat yang menutup 
peluang terjadinya pelanggaran kode etik. Kehawatiran Mahfud akhirnya 
terbukti. Beberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi melakukan investigasi 
terhadap hakim konstitusi yang dinilai melanggar kode etik. Dan, hasilnya 
salah satu hakim konstitusi dinilai melanggar kode etik meski tidak 
ditemukan adanya unsure penyuapan
13
. 
Terkait dengan pengawasan hakim konstitusi, Ketua Komisi Yudisial 
Prof.Dr.Eman Suparman menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) untuk memberikan kewenangan terhadap KY untuk turut 
mengawasihakim-hakim konstitusi. Salah satu hal penting lain yang bakal 
menandai kebangkitan Komisi Yudisial yang tertuang dalam revisi Undang-
undang Komisi Yudisial adalah satu pembentukan deputi dan perwakilan 
daerah
14
. Perlu diketahui, Deputi adalah pejabat eselon satu setingkat 
sekretaris jenderal. Pola deputi lazim dilakukan diberbagai lembaga Negara 
maupun departemen. Salah satu lembaga yang sudah menerapkan pola 
deputi antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Selain deputi, Komisi Yudisial nantinya juga bakal bias membuka 
perwakilan didaerah. Perwakilan ini tentu akan berperan besar memberikan 
                                                          
13
 Ibid 
14
 “KY perlu dibantu pelaksana teknis semacam deputi di Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). KY saat ini hanya memiliki sekjen, idealnya minimum dua deputi, Deputi Seleksi, dan 
dalam rangka pengawasan,”imbuh Tjatur, ibid 
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kontribusi pelaksanaan tugas Komisi Yudisial pada masa mendatang. Selama 
ini, Komisi Yudisial hanya mengadalkan kantor pusat di Jakarta. Guna 
mendukung kinerja, Komisi Yudisial membentuk jejaring yang berada di 33 
propinsi. Mereka melakukan tugas investigative dan menerima pengaduan 
dari masyarakat dan meneruskan ke Komisi Yudisial. 
Implementasi konsep jejaring bukan tanpa persoalan. Meski sebagai 
perwakilan tidak langsung Komisi Yudisial, namun menjadi perdebatan 
lantaran teknis operasional tidak memiliki lan dasan hokum yang kuat. Jika 
revisi undang-undang yang akan memuat perwakilan daerah, maka bakal 
memperkuat eksistensi Komisi Yudisial. 
Berdasarkan konsultasi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa 
eksistensi KY selain terdapat dalam Pasal 24B UUD RI 1945, juga telah 
diatur dalam UU No. 22 Tahun 2004  tentang Komisi Yudisial, dan 
kewenangan KY disebutkan dalam beberapa undang-undang antara lain: 
1. UU No .48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 
 
2. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 14 
Tahun 1985 tantang  Mahkamah  Agung 
3. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 
4. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UUNo 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 
5. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UUNo.5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
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BAB III 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG  
KOMISI YUDISIAL 
 
Jumlah hakim di seluruh Indonesia + 7000 hakim, kalau dibandingkan 
dengan 7 orang commissioner KY dan staf pendukungnya tentunya dalam 
kewenangan pengawasan terhadap hakim akan sangat tidak efektif, untuk itu 
perlu partisipasi masyarakat untuk membantu kewenangan tersebut menjadi lebih 
efektif. Dengan demikian kewenangan pengawasan yang dimiliki Komisi 
Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim dilakukan oleh: Komisi Yudisial dan 
Partisipasi Masyarakat. 
 
A. Komisi Yudisial 
Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 menyebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain yaitu 
Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta perilaku 
Hakim. Implementasi dari wewenang ini yaitu Komisi Yudisial 
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap hakim pada semua tingkatan 
pengadilan. 
Pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial merupakan 
pengawasan eksternal yang berpedoman kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tujuan 
utama dari fungsi pengawasan Komisi Yudisial adalah agar seluruh hakim 
dalam  melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku kekuasaan 
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kehakiman selalu didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, kebenaran, rasa keadilan masyarakat, menjunjung 
tinggi moral dan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 
Tugas-tugas pengawasan oleh Komisi Yudisial dilakukan dengan 
cara sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 22 
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yaitu: 
1. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; 
2. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan 
dengan perilaku hakim; 
3. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku 
hakim; 
4. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga 
melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim; dan 
5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi 
disampaikan kepada Mahkamah Agung serta tindasannya 
disampaikan kepada Presiden dan DPR. 
Prosedur pengaduan perilaku hakim ke Komisi Yudisial: 
1. Pelapor atau kuasanya dapat memberikan laporan pengaduan 
secara tertulis dalam bahasa Indonesia,  kepada : 
Komisi Yudisial Republik Indonesia 
Jln. Kramat  Raya Nomor 57, Jakarta Pusat 
Telepon: 021-3905455; Fax: 021-3905455 
Email : kyri@komisiyudisial.go.id 
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Melalui portal pengaduan online Komisi Yudisial dengan alamat: 
http://203.142.65.118/pengaduan 
2. Isi laporan pengaduan tentang pelanggaran kode etik dan 
pedoman perilaku hakim ke Komisi Yudisial meliputi: 
a. Identitas pelapor dan terlapor yang lengkap; 
b. Penjelasan tentang hal-hal yang menjadi dasar laporan, 
yaitu alas an laporan yang dijelaskan secara rinci dan 
lengkap beserta alat bukti yang diperlukan dan hal-hal lain 
yang dimohon untuk diperiksa; 
c. Laporan pengaduan ditandatangani oleh pelapor  
d. Sistem Informsi Pengaduan Online Komisi Yudisial 
Republik Indonesia 
e. Aplikasi ini dikembangkan dengan berbasis Web, sehingga 
untuk dapat mengakses aplikasi ini diperlukan webbrowser. 
Aplikasi Pengaduan Online ini mengandung pengertian 
bahwa aplikasi perangkat lunak ini terhubung dengan 
jaringan internet dengan harapan masyarakat dapat dengan 
mudah memberikan pengaduan dari mana dan kapan saja 
tanpa terhambat masalah waktu dan geografis. 
f. Aplikasi pengaduan Online dibangun dan dikembangkan 
dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat pelapor dari 
seluruh lapisan untuk mengadukan perlakuan tidak adil 
yang dialami yang dilakukan oleh pejabat yang melakukan 
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kekuasaan kehakiman (hakim) atau untuk mengadukan 
perilaku hakim yang melanggar kode etik dan pedoman 
perilaku hakim 
Proses Penanganan Laporan Pengaduan Tentang Dugaan Pelanggaran   
Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim 
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Untuk dapat mengakses Aplikasi Pengaduan Online ini masyarakat 
dapat menggunakannya dengan membuka situs Komisi Yudisial RI yaitu 
:www.komisiyudisial.go.id. 
Adapun yang dimaksud dengan 10 Prinsip Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim adalah sebagai berikut: 
1. BERPERILAKU ADIL; bermakna menempatkan sesuatu pada 
tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan 
pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di 
depan hukum. 
2. BERPERILAKU JUJUR; Kejujuran bermakna dapat dan berani 
menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. 
3. BERPERILAKU ARIF DAN BIJAKSANA; Arif dan bijaksana 
bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang 
hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma 
keagmaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan 
memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu 
memperhitungkan akibat dari tindakannya. 
4. BERSIKAP MANDIRI; Mandiri bermakna mampu bertindak 
sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan 
siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. 
5. BERINTEGRITAS TINGGI; Integritas bermakna sikap dan 
kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. 
Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan 
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tanggung berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang 
berlaku dalam melaksanakan tugas. 
6. BERTANGGUNG JAWAB; Bertanggung jawab bermakna 
kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang 
menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk 
menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan 
tugasnya tersebut. 
7. MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI; Harga diri bermakna 
bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang 
harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. 
8. BERDISIPLIN TINGGI; Disiplin bermakna ketaatan pada norma-
norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur 
mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari 
keadilan. 
9. BERPERILAKU RENDAH HATI; Rendah hati bermakna 
kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari 
kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. 
10. BERSIKAP PROFESIONAL; Profesional bermakna suatu sikap 
moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan 
yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian 
atas dasar pengetahuan, ketrampilan dan wawasan luas. 
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Jumlah Laporan Pengadulan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku 
Hakim Berdasarkan Jenis Surat (Tahun 2010- 2015) 
No 
Jenis Surat 
Tahun 
Juml 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 Berkas laporan pengaduan 
yang deregister yang 
diterima Komisi Yudisial. 
388 473 227 330 380 380 2178 
2 Berkas pengaduan berupa 
surat masuk (surat biasa). 
0 0 278 325 483 472 1558 
3 Berkas pengaduan berupa 
tembusan yang diterima 
oleh Komisi Yudisial. 
0 928 1008 1154 1154 896 4983 
 
JUMLAH: 388 1401 1513  2017  2017  1748     8719 
 
Untuk berkas laporan pengaduan yang diterima Komisi Yudisial baik 
yang deregister yang diterima Komisi Yudisial, berkas pengaduan berupa surat 
masuk dan berkas pengaduan berupa tembusan yang diterima oleh Komisi 
Yudisial mulai dari tahun 2010 sebanyak 388, kemudian tahun 2011 melonjak 
tajam sebanyak 1401, dan pada tahun 2012 sebanyak 1513 pengaduan dan 
kemudian tahun 2013 naik menjadi 2017 ditahun 2014 mendapat pengaduan 
yang sama yaitu 2017 dan ditahun 2015 dalam waktu 6 bulan saja sudah 
mendapatkan 1748. Dengan demikian terlihat bahwa kebutuhan masyarakat akan 
lembaga KY ini untuk tempat mengadu kelihatan terasa, dari tahun ketahun 
menunjukkan kenaikan. 
Berdasarkan tingkat pengadilannya, Komisi Yudisial paling banyak 
menerima pengaduan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk 
hakim pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama.  
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Rekapitulasi Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat 
 Berdasarkan Jenis Pengadilan 
Tahun 2010 s.d.30 Juni 2015 
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1 05 248 8 19 0 1 0 0 2 65 1 8 71 0 1 17 441 
2 06 343 16 21 0 2 0 0 1 80 7 19 106 0 1 6 602 
3 07 397 22 16 11 2 2 0 1 85 2 7 84 1 0 38 638 
4 08 440 34 24 11 3 0 0 1 77 4 6 74 0 0 45 719 
5 09 628 39 37 23 4 4 0 2 96 4 15 115 1 1 62 103 
6 10 179 8 13 3 1 0 0 0 26 0 3 38 0 0 10 281 
Jumlah 2235 127 130 48 13 6 0 7 399 18 58 488 2 3 178 3712 
 
Dari tahun 2010 sampai dengan pertengan tahun 2015 yang paling 
banyak penerimaan laporan pengaduan masyarakat berdasarkan jenis pengadilan 
selain tembusan adalah: 
Pengadilan Negeri sebanyak 2235 diikuti MA sebanyak 488 dan 
kemudian Pengadilan Tinggi sebanyak 399. Dengan demikian artinya banyak 
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masalah di Pengadilan Negeri, dan MA yang dilaporkan ke KY maupun 
lembaga dengan lembaga yang bersangkutan dan tembusannya di kirim ke KY. 
Penanganan Kasus Pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim: 
a. Indikasi pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada 
saat acara siding. 
Dari hasil pemantauan persidangan baik yang dilakukan oleh Komisi 
Yudisial maupun yang dilakukan oleh jejaring, pada umumnya hakim 
telah menjalankan tugasnya sesuai dengan hokum acara yang berlaku, 
namun demikian terdapat beberapa indikasi pelanggaran perilaku yang 
dilakukan oleh Majelis Hakim pada saat acara sidang,antara lain : 
1) Majelis hakim tidak lengkap dan terkadang hakim anggota yang 
membuka siding karena Ketua Majelis berhalangan hadir; 
2) Pada saat JPU sedang membacakan dakwaan, seorang hakim 
anggota terlihat mengobrol dengan hakim anggota lainnya, selain 
itu hakim anggota lainnya juga terlihat mengantuk (sempat 
memejamkan matanya beberapa kali); 
3) Pada saat persidangan salah seorang hakim membuka sepatunya; 
4) Pada saat jalannya persidangan, diantara pengunjung siding ada 
anak kecil yang menyaksikan jalannya persidangan dan setelah 
satu siding siding berlangsung baru Ketua Majelis hakim sadar dan 
mengingatkan untuk melarang keberadaan anak kecil di dalam 
ruang sidang. 
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5) Pada saat siding berlangsung, salah seorang panitera Pengganti 
terlihat menjawab telepon seluler  dengan suara yang agak keras 
namun tidak ditegur oleh hakim; 
6) Ketua majelis hakim menyuruh terdakwa untuk mengangkat kursi 
dalam ruang sidang karena kursi untuk saksi kurang; 
7) Saat siding sedang berlangsung, ada seorang jaksa yang masuk dari 
luar dan dan duduk di belakang hakim kemudian mencoleknya dan 
mereka berbisik-bisik membicarakan sesuatu padahal hakim 
sedang bertugas memimpin jalannya persidangan dengan agenda 
pemeriksaan saksi; 
8) Dalam persidangan hakim selalu membuat pertanyaan yang 
memojokkan terdakwa; 
9) Ada anggota majelis hakim yang pernah mengeluarkan perkataan 
yang menyudutkan saksi sambil memukul meja; 
10) Ketua majelis hakim membiarkan suasana siding yang gaduh; 
 
11) Ketua majelis hakim membiarkan terdakwa memainkan seluler; 
12) Hakim anggota saling mengobrol saat sidang; 
 
13) Terdapat acara persidangan yang dihadiri oleh Hakim Ketua saja 
namun demikian acara persidangan tetap dilanjutkan; 
14) Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, hakim 
tidak memerintahkan jaksa penuntut umum atau penasehat hokum 
terdakwa untuk menghadirkan saksi ke ruang sidang, hakim   tidak 
menanyakan kesehatan saksi, hakim tidak menanyakan identitas 
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saksi, dan hakim tidak menanyakan apakah saksi 
mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa; 
15) Acara siding yang semestinya dihadiri oleh majelis hakim namun 
hanya dipimpin oleh Hakim Tunggal; 
16) Ada hakim yang telah bertemu dengan terdakwa di ruang panitera 
saat terdakwa selesai sidang; 
17) Ada anggota mejelis hakim yang sibuk dengan bermain laptop saat 
siding berlangsung; 
b. Penghargaan Kepada Hakim 
Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 
Komisi Yudisial menyatakan bahwa Komisi Yudisial dapat mengusulkan 
kepada mahkamah Agung dan / atau mahkamah Konstitusi untuk 
memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam 
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku 
hakim. Lebih lanjut dalam ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan mengenai 
criteria pemberian penghargaan diatur oleh Komisi Yudisial. 
Berdasarkan pada pasal 24 tersebut, Komisi Yudisial menyusun 
panduan pemberian penghargaan kepada hakim, dan prosedur pemberian 
penghargaan. Panduan pemberian penghargaan yang disusun tersebut juga 
dikonsultasi kandengan masyarakat pemerhati hokum untuk mendapatkan 
masukan agar panduan tersebut aplikatif dan penghargaan yang diberikan 
tidak salah sasaran. 
Namun demikian, karena masih timbul perbedaan persepsi terutama 
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semenjak pasca putusan Mahkamah Konstitusi  yang menyatakan beberapa 
pasal (termasuk di dalamnya pasal yang berisi tentang pemberian 
penghargaan kepada hakim) dalam Undang-undang Komisi Yudisial tidak 
memiliki kekuatan hukum, maka sampai saat ini kegiatan pengusulan 
penghargaan kepada hakim masih belum dapat dilaksanakan. 
c. Penguatan kelembagaan 
Selain melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan amanat 
konstitusi / pelaksanaan kewenangan, berbagai program yang berorientasi 
pada penguatan kelembagaan juga dilakukan oleh komisi yudusial. Berikut 
ini merupakan program-program yang dilakukan dalam rangka penguatan 
kelembagaan. 
1) ReformasiBirokrasi 
Reformasi Birokrasi dapat diartikan sebagai suatu usaha perubahan 
pokok dalam suatu system birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, 
tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama. 
Pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Yudidisial diawali dengan 
penyempurnaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu dengan 
melakukan analisis jabatan yang menghasilkan uraian tugas jabatan 
structural serta penyusunan Standard Operation Procedure (SOP).  
Selain itu, sebagai upaya kearah reformasi birokrasi juga dibentuk tim 
akselerasi yang beertujuan menciptakan keselarasan dan keserasian 
perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan Komisi  Yudisial. Selain 
itu akselerasi,dibentuk pula tim pengembangan SDM  
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2) Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Pemeliharaan Prasarana Jaringan dan Informasi Data. Proses 
pemeliharaan prasarana jaringan informasi dan data dilakukan dengan 
menjalinkerjasama dengan perusahaan antivirus terkemuka untuk 
melakukan pembersihan virus yang ada dijaringan, melakukan 
maintenance computer dengan cara selalu melakukan update windows 
atau patch windows untuk mencegah virus masuk kekomputer dan selalu 
melakukan scanning untuk mendeteksi virus di jaringan.  
3) Sistem Informasi Yudisial 
a) Sistem Pengaduan Online 
Aplikasi pengaduan Online di bangun dan dikembangkan dengan 
tujuan untuk memfasilitasi masyarakat pelapor dari seluruh lapisan 
untuk mengadukan perlakuan tidak adil yang dialami yang dilakukan 
oleh hakim atau untuk menyampaikan pengaduan yang berkaitan 
dengan perilaku hakim yang melanggar kode etik dan pedoman 
perilaku hakim. 
b) Sistem Informasi Penanganan laporan pengaduan Aplikasi. 
System informasi penanganan laporan pengaduan telah digunakan  
untuk membantu penanganan laporan pengaduan khususnya dalam 
pendataan laporan pengaduan. Dengan demikian proses pembuatan 
dan penyajian laporan terkait dengan statistic pengaduan dapat lebih 
mudah diakses. 
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c) Sistem data base Rekam Jejak hakim 
Dalam menjalankan tugas dan fungsi Komisi Yudisial memerlukan 
dukungan ketersediaan data dan informasi mengenai profil serta 
rekam jejak setiap hakim. Ketersediaan data dan informasi tersebut 
membuat diperlukannya suatu system basis data secara komprehensif 
dan sistematis yang mampu menyajikan profil dan rekam jejak 
hakim. Sistem informasi data rekam jejak hakim dikemas dalam 
paduan antara PHP dan MySQL yang merupakan aplikasi terbatas 
web didukung oleh segenap web host serta server-server standard 
berbasis unix / linux / windows. 
d) Sistem Aplikasi Jejaring 
Sistem Modul Aplikasi Jejaring Komisi Yudisial adalah aplikasi 
berbasis web yang diperuntukkan guna memfasilitasi berbagai elemen 
masyarakat yang tergabung dalam jejaring Komisi  Yudisial agar 
dapat berkolaborasi memberikan dukungan kepada Komisi Yudisial 
dalam tersusunnya data base rekam jejak hakim, terintegrasinya 
gerakan antar jejaring, dan fasilitas untuk memberikan advokasi 
kepada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan tentang perilaku 
hakim kepada Komisi Yudisial 
e) Pengelolaan Data Base 
Mengingat pentingnya data base yang dimiliki oleh Komisi Yudisial 
maka dilakukan usaha berupa backup berkala untuk mengamankan 
data didata base server, dan membangun beberapa system aplikasi 
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untuk membantu dalam pengelolaan data base. 
f) Penguatan kapasitasJejaring 
Jejaring merupakan lembaga atau organisasi didaerah yang 
membantu yang pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial. 
Jejaring Komisi Yudisial berasal dari unsure lembaga swadaya 
masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.  
DaftarJejaring /Mou KomisiYudisial RI Tahun 2010-2014 
 
No. Nama Jejaring 
Tahun 
 
 
Jumlah 
2010 2011 2012 2013 2014 
1 Universitas  31 15 0 10 6 62 
2 LSM/NGO 57 20 2 2 6 88 
3 Lembaga / 
Komisi Negara 
4 0 0 4 4 12 
 
Jumlah 92 35 2 16 16 162 
 
 
B. Partisipasi Masyarakat. 
Partisipasi masyarakat dalam membantu mengefektifkan kewenangan 
Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim, dalam bentuk: 
1. Jejaring Komisi Yudisial 
Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial 
menurut ketentuan Pasal 24B UUD 1945 Perubahan adalah kewenangan 
lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut diterjemahkan oleh 
Pasal 20 UU No. 22 tahun 2004 sebagai tugas melakukan pengawasan 
terhadap perilaku hakim. Namun dalam perjalanannya beberapa 
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ketentuan yang mengatur mengenai pengawasan telah mengalami 
amputasi oleh Mahkamah Konstitusi, melalui putusan No. 5/PUU-
IV/2006. Dengan demikian, tugas Komisi Yudisial hanya sebatas pada 
pengangkatan hakim agung saja. Apakah dengan begitu kewenangan 
Komisi Yudisial dalam menjaga harkat dan menegakan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang diberikan konstitusi 
menjadi tidak berlaku? Tentunya jawaban pertanyaan tersebut adalah 
tidak. Maka, Komisi Yudisial sebenarnya masih dapat melalukan 
kewenangan tersebut meskipun tidak dalam konteks pengawasa
1
. 
Perkembangan selanjutnya cukup mengejutkan, karena tugas dan 
kewenangan melakukan pengawasan sebagaimana telah diamputasi oleh 
Mahkamah Konstitusi diberikan kembali kepada Komisi Yudisial 
melalui undang-undang lain, yaitu UU No. 3 tahun 2009 tentang 
Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara. Ke empat undang-undang tersebut secara 
langsung telah memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial dalam 
melakukan pengawasan terhadap hakim, meskipun terbatas. Keterlibatan 
                                                          
1
 Hasri lHertanto, dalam makalahnya Peran Jejaring Komisi Yudisial Di Daerah Dalam 
Turut Serta Menjaga Harkat Dan Martabat Hakim,. 
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Komisi Yudisial dalam penyusunan Kode Perilaku Hakim dan Majelis 
Kehormatan Hakim merupakan bagian terpenting dalam pengawasan 
bagi hakim. Melalui kedua instrument itulah Komisi Yudisial dapat 
kembali menjalankan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. 
Kewenangan besar yang dimiliki oleh Komisi Yudisial tentunya 
tidak   dapat dilaksanakan sendiri, terlebih dalam melakukan pengawasan 
untuk menjaga harkat, martabat, dan keluhuran para hakim. Jumlah 
hakim yang berkisar 7000 orang dan tersebar di seantero Indonesia 
tentunya menimbulkan masalah tersendiri bagi Komisi Yudisial yang 
tidak memiliki perangkat struktur dan infrastruktur di daerah. Kondisi ini 
tentunya berbeda dengan Mahkamah Agung yang telah memiliki struktur 
dan infrastruktur pengawasan yang mapan melalui Badan Pengawasan 
Mahkamah Agung.  
Selain itu, kewenangan menjaga harkat, martabat, dan keluhuran 
hakim tidak harus diwujudkan dalam bentuk pengawasan dalam 
pengertian yang sempit, dalam hal ini hanya pengawasan perilaku saja. 
Kewenangan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk yang lain, 
misalnya melalukan kajian putusan untuk membantu para hakim dalam 
meningkatkan kualitas putusan, melakukan kajian atas system promosi 
dan mutasi hakim, serta rekomendasi lain yang pada dasarnya membantu 
para hakim untuk tidak melakukan perbuatan  tercela. 
Komisi Yudisial nampaknya secara sadar memahami kondisi ini 
dan membuka peluang bagi kerjasama dengan masyarakat, salah satunya 
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adalah melalui pembentukan jejaring. Komisi Yudisial yang terdiri dari 
lembaga pendidikan (universitas), Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM), dan lembag anegara. Komisi Yudisial menyebutkan jejaring 
sebagai lembaga atau organisasi di daerah yang membantu pelaksanaan 
tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Jejaring Komisi Yudisial berasal 
dari unsure lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan 
organisasi masyarakat.  
Adapun kegiatan yang dilaksanakan jejaring ini  meliputi bidang: 
1. Penelitian sesuai dengan tema / topik yang telah disepakati oleh 
kedua pihak. 
2. Penelitian putusan hakim di masing-masing daerah. 
3. Investigasi perilaku hakim di masing-masing daerah. 
4. Pembangunan jaringan advokasi masyarakat. 
5. Pertukaran informasi yang dilakukan atas dasar kesepakatan. 
6. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh 
masing-masing pihak. 
Sedangkan hasil yang diharapkan dengan adanya jejaring dan 
program-programnya adalah: 
a. Tersusun dan tersedianya data base hakim (baik dalam hal 
kualitas maupun integritas) yang selanjutnya dapat dijadikan 
sebagai informasi awal bagi Komisi Yudisial pada saat 
melaksanakan: Seleksi calon hakim agung, Pengawasan perilaku 
hakim, Pemberian penghargaan bagi hakimyang berprestasi. 
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b. Terintegrasinya gerakan antara Negara dan kalangan masyarakat 
sipil yang mempunyai tujuan untuk melakukan reformasi 
peradilan dan pemberantasan mafia peradilan. 
c. Teradvokasinya masyarakat pencari keadilan (terutama 
masyarakat korban) untuk dapat memperjuangkan hak-haknya.
2
 
Selain hal itut, setidaknya ada beberapa kondisi yang harus menjadi 
perhatian bersama dalam menjaga keberlangsungan jejaring ini, antara lain: 
a. Jejaring yang memiliki keterbatasan dalam membantu pelaksanaan 
tugas dan kewenangan Komisi Yudisial, sehingga tidak dapat 
bertindak jauh dengan mengatas namakan Komisi Yudisial. 
b. Jejaring tidak boleh terjebak pada kerjasama yang bersifat proyek, 
karena kerja sama tersebut harus didasari pada kesetaraan dan 
kemandirian sebagai wujud partisipasi publik. 
c. Jejaring harus selalu menjaga komitmen bersama agar tidak 
menjadi alat bagi kepentingan lain yang dapat merusak tujuan awal 
pembentukannya. 
d. Komisi Yudisial harus senantiasa menjaga hubungan dengan 
Jejaring agar tidak lemah dalam melaksanakan fungsinya. 
Adapun sebagian kegiatan yang telah dilakukan oleh jejaring KY 
dalam rangka melaksanakan tugasnya (sebagaimana telah diuraikan di atas) 
rinciannya adalah penelitian putusan hakim dan Investigasi Hakim. 
                                                          
2
 Asep Rahmat Fajar, Urgensi dan Fungsi Pembentukan Jejaring di  Daerah oleh Komisi 
Yudisial, dalam Bunga  Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan,  Komisi Yudisial, 
2007., hlm. 298 
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Komisi Yudisial 
(c.q.BiroPengawasanHakim) 
2. Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan 
Penting untuk memahami terlebih dahulu struktur organisasi dan 
alur kerja dari posko daerah dan inter lingkagesnya dengan Komisi 
Yudisial. Penjelasan mengenai Posko Pemantau Peradilan ini adalah 
sebagai berikut: 
Strtruktur Posko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posko 
 
  
 
Koordinator 
 
  
 
Sekretariat 
 
 
    
DivisiSosialisasi 
 
DivisiPengaduan 
 
DivisiPemantauan 
 
 
 
Sampai sekarang telah dibentuk Posko Pemantauan Peradilan (Posko) 
antara lain adalah sebagai berikut:  
1. Pokja Samarinda, 
2. LBH Makassar, 
3. MaPPI Kendari, 
4. Somasi Mataram, 
5. LBH Surabaya 
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Pemantauan
Terbuka 
Analisis 
6. LBH Semarang, 
7. LBH Yogyakarta, 
8. LBH Manado, dan  seterusnya 
Alur Kerja Pemantauan Posko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelaporan, Dokumentasi, 
Evaluasi dan Rekomendasi 
Tindak Lanjut 
Advokasi 
Pemantauan
Tertutup 
Laporan 
Analisis 
Proses Persidangan 
KinerjaHakim 
Integritas 
Pribadi Hakim 
PEMANTAUAN 
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BAB IV 
 
ANALISIS EFEKTIFITAS KOMISI YUDISIAL 
 
 
A. Usaha Komisi Yudisial dalam Menjembatani antara Lembaga 
Pengawas Aparat Peradilan, Komisi Yudisial dan Masyarakat. 
Setelah diuraikan di atas, tujuan yang hendak, dicapai oleh KY adalah 
terwujudnya kekuasaaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim 
agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna 
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku 
hakim. Tidak sepenuhnya sampai saat ini dilakukan setelah Putusan MK yang 
sedikit banyak berdampak pada “terikat tangan” nya Komisi Yudisial dalam 
pencapaian tujuan tersebut. 
Dengan dibuatnya MoU dengan jejaring yang sekarang mencapai 143 
diseluruh Indonesia dimana pelibatan masyarakat baik LSM, Akademisi dan 
masyarakat umumnya sebagai salah satu strategi pencapaian tujuan sangatlah 
strategis disamping itu dengan dideklarasikannya 18 Posko Pemantauan 
Peradilan yang juga melibatkan masyarakat diharapkan dapat menciptakan 
lembaga peradilan yang bersih, mandiri dan tidak memihak (independen and 
Impartial tribunal), di samping juga sebagai wadah yang menjembatani antara 
lembaga pengawas Aparat Peradilan, Komisi Yudisial dan Masyarakat. 
 
B.  Kendala yang Menghalangi Terealisasinya Perencanaan dan Program. 
Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap akan 
melahirkan perencanaan yang matang dan program yang tepat, namun 
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terkendala dengan perundang-undangan yang mengatur kewenangan belum 
tersinkronisasi dengan baik. Misalnya saja dalam bidang seleksi dan 
pengawasan hakim yang merupakan dua tugas pokok Komisi Yudisial 
dibutuhkan aturan teknis operasional yang terperinci. Selain itu, adanya 
beberapa tambahan tugas baru yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 
tahun 2010 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal Pasal 13F disebutkan 
bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap sebagai dasar 
rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. 
Dalam pasal di atas secara tersurat bahwa Komisi Yudisal memiliki 
peran dalam melakukan mutasi hakim. Kewenangan mutasi sebelum ketentuan 
di atas menjadi wewenang MA. Selain tugas di atas, Komisi Yudisial bersama 
Mahkamah Agung juga mendapatkan tugas untuk melakukan seleksi calon 
hakim. Peluang itu terlihat dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 
tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang 
Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2010 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara. Tambahan tugas di atas membuat Komisi 
Yudisial tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan pembenahan internal. 
Hal ini dapat dilaksanakandengansempurna apabila revisisudahdituntaskan. 
Demikian juga permasalahan dalam pengawasan hakim, kategori 
hakim, menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman yang dimaksud dengan hakim dapat dikategorikan atas 3 (tiga) 
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kelompok, yaitu hakim pada Mahkamah Agung
1
 dan hakim-hakim yang 
berada di bawah Mahkamah Agung
2
 serta hakim yang berada pada Mahkamah 
Konstitusi
3
,namun kenyataannya KY tidak dapat mengawasi hakim 
Mahkamah Konstitusi, setelah adanya Putusan MK yang membatasi 
pengawasan hakim hanya pada Hakim Agung dan hakim-hakim yang berada 
dibawah Mahkamah Agung, dan hakim pada Mahkamah Konstitusi bukan 
bagian yang diawasi oleh KY. Dengan demikian pengawasan KY terhadap 
para hakim tidak akan efektif, kalo UU tentang KY belum direvisi. 
Demikian juga dengan Putusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI 
No. 047/KMA/SKB/IV2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI 
No.02/SKB.P.KY/IV/2009 yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar kode etik 
pedoman perilaku hakim telah disepakati bersama sebagai dasar perilaku yang 
harus selalu ada pada diri seorang hakim, haruslah pula sama dalam penafsiran 
dan implementasinya.  
Sebagai contoh: kode etik dan pedoman perilaku hakim No.10 yaitu 
“Bersikap Profesional” dalam salah satu penerapannya dijelaskan bahwa: 
“Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan 
atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau 
dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau 
para pihak dalam mengadili suatuperkara yang ditanganinya”4 
                                                          
1
 Lihat Pasal 1 angka 6 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
2
 Lihat Pasal 1 angka 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
3
 Lihat Pasal 1 angka 7 UU No. 48 Tahun2009  tentang Kekuasaan Kehakiman 
4
 Lihat Putusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI No.047/KMA/SKB/IV2009 dan 
Ketua Komisi Yudisial RI No.02/SKB.P.KY/IV/2009 dalam penerapan “Bersikap 
Profesional”no.10.4 
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Seperti diketahui bahwa Harifin A. Tumpa (KetuaMA) pernah 
menolak kehendak Komisi Yudisial untuk memeriksa hakim yang mengadili 
perkara Antasari Azhar apalagi yang dijadikan alat uji (getoets) adalah 
”dugaan” mengenyampingkan fakta dan bukti persidangan karena 
dikawatirkan akan mengganggu independensi hakim. Dan masalah 
mengenyampingkan fakta itu adalah kewenangan hakim karena judicial 
process (Henry J. Abraham) dalam mengadili perkara, hakim memegang 
otoritas untuk menilai, menerima atau menolak suatu bukti dan fakta 
persidangan. Namun penilaian, penerimaan dan penolakan itu harus obyektif 
dan berdasarkan asas hukum, ketentuan hokum dan nurani keadilan agar dapat 
dicerna secara jelas dan terang terkait dengan pendirian hakim yang mengadili 
suatu fakta dan bukti persidangan.
5
 Sebaliknya Komisi Yudisial melihat 
masalah di atas adalah masalah pelanggaran Putusan Bersama Ketua 
Mahkamah Agung RI No.047/KMA/SKB/IV2009 dan Ketua Komisi Yudisial 
RI No.02/SKB.P.KY/IV/2009 yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar kode 
etik pedoman perilaku hakim No. 10.4. Untuk itu sebaiknya perlunya 
komunikasi yang terus menerus antara KY dan Mahkamah Agung untuk 
membahas masalah kode etik ini sehingga tidak ada saling beda penafsiran. 
Sebagai lembaga baru KY tentunya akan menemui masalah seperti: 
1. Masih terbatasnya SDM (jumlah SDM KY, masih terbatasnya 
jejaring dan Pokja dibandingkan dengan jumlah lembaga peradilan 
mulai dari lembaga peradilan tingkat pertama yang ada diseluruh 
                                                          
5
 Bahru lIlmi Yakup, Kewenangan KY Periksa Hakim, Kompas Sabtu,  21 Mei 2011. 
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kota dan kabupeten, pengadilan Tinggi diseluruh propinsi, 
Peradilan Agama, Militer, Pajak, Tata Usaha Negara, MA). 
2. Terbatasnya anggaran yang diberikan Negara untuk Biaya 
oprasional dengan cakupan yang sangat luas. 
3.  Sarana ICT untuk koordinasi dengan sesama jejaring, data base 
hakim,
6
 alat  rekam baik audio maupun camera CCTV disetiap 
ruang persidangan (sehingga pemantauan dapat dilakukan dengan 
seoptimal mungkin), hal ini masih jauh dari harapan. 
 
C. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. 
Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik untuk 
saat ini masih terkendala dengan adanya Putusan MK dan belum adanya saling 
pemahaman diantara KY dan MA. Seperti masalah pemberian penghargaan 
kepada para hakim yang memang belum pernah terlaksana padahal Putusan 
Mahkamah Konstitusi tidak meng”anulir” pasal 24 UU KY, kecuali yang 
berkenaan dengan kata Hakim Konstitusi. 
Demikian juga dengan kewenangan mutasi hakim yang dalam pasal 42 
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; pasal 13 F UUNo. 49 
Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Umum; pasal 12 F UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua 
atas UUNo 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 13F UU No. 51 
                                                          
6
 “Ada sekitar tujuh ribu hakim di seluruh Indonesia, dan kita akan memperbaharui data 
basenya secaralengkap. Nantinya data base tersebut bias diunduh melalui website Komisi Yudisial. 
Sebagai informasi, pembenahan IT menjadi salah satu prioritas Komisi Yudisial padatahun 2011”, 
demikian diungkapkan Koordinator Bidang Seleksi Hakim Komisi Yudisial, Taufiqurrohman 
dalam menjawab pertanyaan seputar profesionalitas hakim. Pada acara Seminar Peningkatan 
Profesionalitas dan Etika Penegak Hukum yang diselenggarakan oleh Universitas Esa Unggul 
Jakarta, Kamis 20 Januari 2011 
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Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara adalah : 
“Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat 
menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hokum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi 
hakim” 
Adalah kewenangan Komisi Yudisial untuk merekomendasikan mutasi 
(baik itu promos imaupun demosi) hakim, sehingga Sistem pengawasan dan 
pengendalian yang bersifat mendidik dapat tetap sasaran.Yang menjadi masalah 
adalah bagaimana mechanis memulai dari analisis hasil putusan yang telah 
berkekuatan hokum tetap sampai pada pemutasian dilakukan secara sinergis 
antara lembaga Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. 
Demikian pula dalam penjatuhan sanksi ringan, sedang dan berat, ada 
berita terbaru bahwa pasal 22 DRUU Komisi Yudisial (penyempurnaan) 
menyatakan MA menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melakukan 
pelanggaran kode etik dan atau perilaku hakim yang diusulkan oleh KY dalam 
waktu paling lama 60 hari terhitung sejak usulan diterima. Bahkan untuk 
rekomendasi yang disepakati antara MA dan KY dalam waktu 60 hari berlaku 
dengan sendirinya. Untuk yang tidak sepaham, dibicarakan bersama. Kalaupun 
tidak disetujui MA, tetap akan berlaku dengan sendirinya.
7
 Khusus untuk 
pelanggaran yang diancam sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak 
pension atau pemberhentian tetap dengan tidak hormat, tetap harus melalui 
                                                          
7
 Informasi dari Ahmad Yani Anggota DPR Komisi III dari F-PPP, dalam Media Indonesia, 
Wewenang KKY Diperkuat, tgl. 6 Oktober 2011, hlm. 4 
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majelis kehormatan hakim. 
Kemajuan yang signifikan dalam pembahasan RUU KY ini adalah 
nantinya rencananya KY juga diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan 
dengan meminta bantuan terhadap aparat penegak hukum. Dan aparat penegak 
hokum wajib menindak lanjuti permintaan KY. Martin Hutabarat Anggota 
Komisi III dari F.Gerindra memberi catatan terhadap RUU ini ”bagaimana 
membedakan antara perilaku yang dikontrol KY dan wewenang hakim memutus 
perkara? UU ini belum maju soal itu” 
Dengan demikian bila pisau analisa dalam membedah Efektivitas 
Komisi Yudisial dengan menggunakan teori Gibson, yang mengatakan bahwa 
efektifitas organisasi / lembaga dapat dilihat dari: 
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, 
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, 
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, 
4. Perencanaan yang matang, 
5. Penyusunan program yang tepat, 
6. Tersedianya sarana dan prasarana, 
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, 
maka bias dikatakan bahwa Komisi Yudisial belum efektif dalam 
menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 
 
1. Kedudukan Yuridis Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga 
extraordinary yang diatur dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 pasa 
l24b yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Walaupun 
dilemahkan oleh Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 tahun 2006, akan 
tetapi fungsi KY secara implicit telah diperkuat dengan diundangkannya 
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; UU No.  49 
Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tetang 
Peradilam Umum, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas 
UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; UU No. 51 Tahun 
2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang  
Perdilan TUN. 
2. Kalau dilihat dari luasnya jangkauan pemantauan peradilan dan 
banyaknya jumlah hakim di seluruh Indonesia serta lemahnya sarana dan 
prasarana yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, serta kondisi UU No. 22 
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Th 2004 yang belum direvisi semenjak putusan MK yang memandulkan 
sebagian kewenangan pengawasan Komisi Yudisial, maka lembaga ini 
masih belum dapat efektif dalam menjaga harkat dan martabat hakim. 
 
B.  Saran. 
 
Dari kesimpulan di atas, maka penelitian ini menyarankan: 
 
1. Perlunya segera melakukan revisi UU No. 22 tahun 2004 yang selama 
ini hanya menyebut norma hokum yang terkait dengan fungsi 
“penegakan” (upaya preventif), tetapi norma hokum yang terkait 
dengan fungsi “menjaga” (upaya represif) tidak disinggung sama sekali 
karena dalam UUD 1945 diamanatkan: “….mempunyai wewenang 
lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim”, untuk itu kedepan diharapkan UU 
tentang KY perlu member rincian tentang “wewenang lain” seperti 
yang dimaksud dalam UUD 1945. Apalagi dengan adanya putusan MK 
yang mengakibatkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan 
kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat serta perilaku hakim dinyatakan tidak mempunyai   kekuatan 
hokum mengikat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. 
2. Perlunya penguatan kelembagaan KY dan perlu adanya singkronisasi 
kewenangan dengan peraturan perundangan lainnya yang juga 
mengatur tentang kewenangan komisi Yudisial. 
3. Perlunya ketentuan secara khusus mengenai pengembangan kapasitas 
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dan profesionalitas hakim (sebagai salah satu upaya pencegahan agar 
hakim tidak melanggar kode etik dan memahami pedoman perilaku 
hakim) dalam UU KY kedepan, karena dalam UU No. 22/2004 
maupun undang-undang lainnya belum pernah diatur. Demikian juga 
dalam rangka pengharmonisasian perundang-undangan, ketentuan 
mengenai promosi dan demosi hakim (sebagaimana telah diatur dalam 
pasal 42 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) sebaiknya 
dimasukkan dalam perubahan undang-undang Komisi Yudisial. 
4. Perlunya penguatan sarana dan prasarana (baik berupa penambahan 
anggaran maupun SDM) agar fungsi KY menjaga dan menegakkan 
martabat dan perilaku hakim dapat lebih efektif lagi. 
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No Unit Vol Frek Pajak Ket.
PPh Final Rp. 10,000,000.00 5% Rp. 9,500,000.00
I
1 Transport penggalian data 
a. Peneliti org/kali 1 3 Rp. 150,000.00      Rp. 450,000.00        
b. Pembantu Peneliti org/kali 2 3 Rp. 150,000.00      Rp. 900,000.00        
2 Uang makan penggalian data -                      
     1) Peneliti OH 1 3 Rp. 32,000.00        Rp. 96,000.00           
     2) Pembantu peneliti OH 2 3 Rp. 32,000.00        Rp. 192,000.00        
3 Rapat-Rapat Penyempurnaan Data
a. Uang Transport
     1) Peneliti org/kali 1 3 Rp. 150,000.00      Rp 450,000.00        
     2) Pembantu Peneliti org/kali 2 3 Rp. 150,000.00      Rp 900,000.00        
b. Uang makan
     1) Peneliti OH 1 3 Rp 32,000.00        Rp 96,000.00           
     2) Pembantu peneliti OH 2 3 Rp 32,000.00        Rp 192,000.00        
c. Konsumsi Snack OH 3 3 Rp 13,000.00        Rp 117,000.00        
Rp. 3,393,000.00     Lamp. Nota.1
II
4 Pengolahan dan Analisis Data -                      
a. Transport pengolahan dan analisis data org/kali 3 3 Rp 150,000.00      Rp. 1,350,000.00     
b. Uang makan -                      
    1) Peneliti OH 1 3 Rp 32,000.00        Rp. 96,000.00           
    2) Pembantu penelitian OH 2 3 Rp 32,000.00        Rp. 192,000.00        
c. Konsumsi Snack OH 3 3 Rp 13,000.00        Rp. 117,000.00        
Rp. 1,755,000.00     Lamp. Nota. 2
Total
LAPORAN KEUANGAN PENELITIAN 2016
UPAYA INTEGRASI KEILMUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM UMUM
DI FAKULTAS SYARI’AH  INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Kegiatan Harga Unit Jumlah
Sub Total
PELAKSANAAN PENGGALIAN DAN PENGUMPULAN DATA
PELAKSANAAN PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA
Sub Total
III BELANJA PERALATAN PENUNJANG
1 FC Jurnal Penelitian Agama UIN Sunan Kalijaga vol. XVII 
No. 2, Mei-Agustus 2008
lmbr 220 1 Rp. 150.00              Rp. 33,000.00           
2 FC Kitab al Fiqh ala Madzahibul Arbaah eksp 1 1 Rp. 79,000.00        Rp. 79,000.00           
3 FC Buku Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam eksp 1 1 Rp. 55,000.00        Rp. 55,000.00           
4 FC cetak e-book Fiqh Sunah eksp 1 1 Rp. 65,000.00        Rp. 65,000.00           
5 FC Buku Pergumulan Politik dan Hukum Islam eksp 1 1 Rp. 125,000.00      Rp. 125,000.00        
6 Fc Buku Muhadab eksp 1 1 RP 120,000.00      Rp. 120,000.00        
Rp. 477,000.00        Lamp. Nota. 3
IV DISKUSI HASIL PENELITIAN
1 Konsumsi peserta diskusi hasil penelitian org/kgt 6 1 Rp. 25,000.00        Rp. 150,000.00        
2 Uang Transport peserta diskusi org/kgt 6 1 Rp. 50,000.00        Rp. 300,000.00        
3 Uang Transport Narasumber diskusi org/kgt 1 1 Rp 750,000.00      Rp. 750,000.00        
4 Uang Transport Moderator Diskusi org/kgt 1 1 Rp 300,000.00      Rp. 300,000.00        
Rp. 1,500,000.00     Lamp. Nota. 4
V BELANJA PENGGANDAAN LAPORAN
1 Fotocopy Proposal lmbr 30 5 Rp. 150.00              Rp. 22,500.00           
2 Penjilidan proposal buah 1 5 Rp. 12,000.00        Rp. 60,000.00           
3 Fotocopy proposal untuk seminar lmbr 400 1 Rp. 150.00              Rp. 60,000.00           
4 Penjilidan proposal untuk seminar buah 1 8 Rp. 12,000.00        Rp. 96,000.00           
5 Fotocopy hasil penelitian lmbr 89 6 Rp. 150.00              Rp. 80,100.00           
6 Penjilidan hasil penelitian buah 6 1 Rp. 12,000.00        Rp. 72,000.00           
7 Fotocopy powerpoint seminar hasil penelitian lmbr 150 1 Rp. 150.00              Rp. 22,500.00           
Rp. 413,100.00        Lamp. Nota. 5
II BELANJA BAHAN (ATK)
1 Flashdisk 8 GB buah 2 1 Rp. 150,000.00      Rp. 300,000.00        
2 Kertas HVS A4 buah 1 2 Rp. 45,000.00        Rp. 90,000.00           
3 Mouse pad buah 1 1 Rp. 96,900.00        Rp. 96,900.00           
4 Modem internet buah 1 1 Rp. 390,000.00      Rp. 390,000.00        
5 Binder clips buah 10 1 Rp. 2,000.00           Rp. 20,000.00           
6 Tinta Printer Epson T 1100 Original buah 4 1 Rp. 70,000.00        Rp. 280,000.00        
7 Correction pen Kenko buah 1 1 Rp. 5,000.00 Rp. 5,000.00             
8 CD-RW buah 6 1 Rp. 12,000.00        Rp. 72,000.00           
Rp. 1,253,900.00     Lamp. Nota. 6Sub Total
Sub Total
Sub Total
VI LAIN-LAIN
1 Pulsa internet Telkomsel Simpati voucr 1 6 Rp. 105,000.00      Rp. 630,000.00        
2 Jasa Burning CD hasil penelitian keg 3 1 Rp. 26,000.00        Rp. 78,000.00           RP. 708,000.00        Lamp. Nota. 7
Rp. 9,500,000.00     
Purwokerto, 26 Agustus 2016
Peneliti,
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NIP. 197507072009011012
JUMLAH TOTAL
